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NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja

dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,

perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta

penyempurnaan dan penyelarasan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021, perlu disusun Indikator Kinerja Utama,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat

(3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah

Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri

dibawahnya;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

menetapkan Peraturan Walikota tentang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

perlu
Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

Dasar

2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang  Sistem = Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/09/M.PAN/5/2007  tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 72);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 73);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau
kegiatan.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Tangerang Selatan
adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU, meliputi:

a.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang
selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 3

Keberhasilan pencapaian strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang

Selatan dan Renstra Perangkat Daerah dinyatakan dengan IKU.

IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

a. penyusunan perencanaan dokumen kinerja tahunan;
b. perjanjian kerja;

c. evaluasi kinerja instansi pemerintah;

d. pelaporan akuntabilitas kinerja; dan

e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan.
Pasal 4

Keterkaitan Visi, Misi, tujuan, Sasaran strategis, IKU Pemerintah Daerah,
Sasaran Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
merupakan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan
memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa

kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd
BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 64




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH, SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH.

VISI : Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi

No Misi Tujuan Ss;: ::::Z?s Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Mengembangkan |Mewujudkan Terwujudnya a. [Indeks Pembangunan 1,1 [Meningkatnya Partisipasi dan Mutu| 1,1 |Indeks Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SDM yang Handal [Pembangunan Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan Dasar 1,2 |Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dan berdaya saing [Manusia Manusia 1,3 |Indeks Kelulusan SD/MI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Seutuhnya Seutuhnya 1,4 |Angka Partisipasi Murni (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,5 |[Indeks Kelulusan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,6 |Rata-rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,7 |Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 [Meningkatnya Prasarana Sekolah 2,1 |Prasarana Sekolah yang Layak dan Fungsional Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
yang Fungsional
3 [Meningkatnya Minat Baca 3,1 |Indeks Aktivitas Literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
Masyarakat
4 |Meningkatnya Derajat Kesehatan 4,1 |Indeks Kesehatan Dinas Kesehatan
Masyarakat 4,2 |Angka Harapan Hidup Dinas Kesehatan
4,3 |Angka Kematian Ibu Dinas Kesehatan
4,4 |Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan
5 [Meningkatnya Kinerja Pelayanan 5,1 |Hasil Penilaian Kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
Rumah Sakit
6 |Meningkatnya Budaya Olahraga 6,1 |Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
7 |Meningkatnya Prasarana Ruang 7,1 |Prasarana Ruang Pelayanan Kesehatan Layak dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Pelayanan Kesehatan Fungsional
b. |Rasio Penyerapan 8 |Meningkatnya Kualitas Angkatan 8.1 |Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dinas Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Kerja 8.2 |Angka Tenaga Kerja Produktif Dinas Ketenagakerjaan
8.3 |Angka Naker bekerja pada sektor Formal Dinas Ketenagakerjaan
8,4 |Angka Angkatan Kerja yang melakukan Wirausaha |a.|Dinas Pemuda dan Olahraga
Mandiri b.|Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
c. |Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.5 |Angka Pengangguran Terbuka Dinas Ketenagakerjaan
c. |Laju Pertumbuhan 9 |Meningkatnya Pengendalian 9.1 |Terkendalinya Angka Kelahiran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Penduduk (LPP) Jumlah Penduduk Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9.2 |Persentase Kesertaan Ber-KB Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10 |Meningkatnya Pelayanan 10,1 |Persentase Penduduk yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan dan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil
Catatan Sipil
d. [Indek Pembangunan 11 |Meningkatnya Pengarusutamaan 11.1 |Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Gender (IPG) Gender Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
e. |Indeks Pemberdayaan 11.2 |Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Gender (IDG) Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana




Sasaran

No Misi Tujuan Strategis Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8

2 |Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya f. |Indeks Kepuasan 12 |Meningkatnya Pelayanan 12.1 |Indeks Kinerja Jaringan Jalan Dinas Perkerjaan Umum
Infrastruktur Kota |Aksesibilitas Aksesibilitas Layanan Infrastruktur Infrastruktur Wilayah 12.2 |Ketersediaan Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas Perkerjaan Umum
Yang Fungsional |Transportasi dan |Transportasi dan (IKLI) 12.3 |Ketersediaan Drainase dan Pedestrian Dinas Perkerjaan Umum

Infrastruktur Kota |Infrastruktur Kota 12.4 [Persentase Permukiman Kumuh yang Tertata Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Yang Lebih Yang Lebih 12.5 |Rasio PJU Per Seratus Meter Jalan Kota dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Fungsional Fungsional Lingkungan
12.6 [Rasio Luas Areal Pemakaman Per Seribu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penduduk
12.7 [Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kepentingan Umum dan Infrastruktur Kota
12.8 [Persentase Bangunan Perkantoran dan Non Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Perkantoran
12.9 |Persentase Ketersediaan Prasarana Air Limbah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
yang memadai
12.10|persentase Ketersediaan Air Minum Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
13 |Meningkatnya Transportasi Wilayah| 13.1 |Load Factor Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan
yang Optimal 13.2 |Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan
13.3 |Rata-rata Waktu Tempuh per KM Dinas Perhubungan

3 |Menciptakan Kota |Meningkatkan Meningkatnya g. |Indek Kota Layak Huni 14 |Meningkatnya Sarana dan 14,1 |Persentase Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Layak Huni Yang [Sarana dan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Berwawasan Prasarana Kota Prasarana Kota 15 |[Meningkatnya Kualitas Lingkungan | 15,1 |[Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Layak huni Layak Huni Yang Hidup 15,2 |Rasio Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas a. |Dinas Lingkungan Hidup

Berwawasan Berwawasan Wilayah Kota b. |Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Lingkungan Lingkungan 16 |Meningkatnya Pelayanan 16,1 |Respon Time Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan
17 [Meningkatnya Pengendalian 17,1 |Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan a. [Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum Peraturan Walikota b. \Kecamatan
18 [Meningkatnya Penanganan 18.1 |Cakupan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Pasca Bencana
19 |Meningkatnya Kapasitas Politik dan | 19.1 |Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Wawasan Kebangsaan Masyarakat (Parpol/ORMAS/LSM/OKP)

4 |Mengembangkan [Menumbuhkan Tumbuhnya h. |Laju Pertumbuhan 20 |Meningkatnya Investasi 20.1 |Jumlah Investasi PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ekonomi Perekonomian Perekonomian Ekonomi (LPE) 20.2 |Jumlah Investasi PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kerakyatan Daerah Yang Daerah Yang i. |Inflasi Daerah 21 [Meningkatnya Perekonomian 21.1 |Kontribusi PDRB masing-masing sektor a. |Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Berbasis Inovasi Berdaya Saing Berdaya Saing Perkotaan b. |Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Produk Berbasis Produk  |Berbasis Produk j. |Angka Kemiskinan 22 |Meningkatnya Ketahanan Pangan | 22.1 [Pola Pangan Harapan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Unggulan Unggulan Unggulan Daerah

23 [Terkendalinya Indeks Harga 23.1 |Indek Harga Konsumen (IHK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Konsumen (IHK)
24 |Meningkatnya Kemampuan Daya 24.1 |Kemampuan Daya Beli Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Beli Masyarakat . |Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Sosial
25 |[Meningkatnya Produk Unggulan 25.1 [Jumlah Produk Unggulan (Hasil Inovasi) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

. |Dinas Perindustrian dan Perdagangan

. |Dinas Pariwisata

afolo® oo ®

. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




No Misi Tujuan SS;:‘::Z?S Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8
5 [Meningkatnya Tata |Optimalisasi Optimalnya k. |Indek Kepuasan 26 |Meningkatnya Konsistensi 26.1 |Tingkat Konsistensi Antar Dokumen a. |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kelola Penyelenggaraan |Penyelenggaraan Masyarakat (IKM) Perencanaan Penganggaran dan - o -
Pemerintahan Pemerintahan dan |Pemerintahan dan Pembangunan b. |Seluruh Perangkat Daerah
Yang Baik Berbasis|Reformasi Reformasi 27 |Meningkatnya Pelayanan Publik 27.1 |Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik a. |Sekretariat Daerah o
Teknologi Birokrasi yang Birokrasi Yang b. | Dinas Komunikasi dan Informatika
Informasi Lebih Efektif dan |Lebih Efektif dan ¢. |[Kecamatan . T
Akuntabel Slinthl d. PerangilicatﬂDaerah Pelayanan -
27.2 ?éié}fgﬁéﬂ dan Peneraban KIP a. Dinas Komunikasi dan lnformatlka o i
b. |Seluruh Pé_ra_lfg_l; Daerah
1. |Opini BPK 28 |Meningkatnya Target Penerimaan 28.1 |Komposisi PAD terhadap APBD Badan Pendapatan Daerah
Pajak Daerah § fom e
29 Mc-ﬁ_lr;ékamva Péﬁ?gelolaan 29.1 |[Jumlah APBD - - a. Badaﬁ--l;é-nv_elolaan Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan dan Aset Daerah b. |Badan Perencanaan Pemban-g_ﬂl_én Daeriaiqiiiﬁ
29.2 6]’}@1{ - a. |Badan Pengacﬂa;l Keuangan dan Aset Daerah
b. [nspek{orat
m. |Predikat AKIP 30 |Meningkatnya Akuntabilitas 30.1 |Predikat AKIP a. |Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah b. |Inspektorat _ B
c. |Kecamatan B
d |Seluruh Perangkat Daerah

31

32

Meningkatnya i{a]ﬁasitas dan
Kinerja Sumber Daya Aparatur

Meningkatﬁy.a Kinerjé DPRD

30.2

31.1

32.1

E-Government
Rata-rata Capaian SKP Pegawai

Persentase Fasilitasi Terhadép?ugas dan Fungsi
DPRD

)

- |Dinas Komunikasi dan [nformatika

b. |Seluruh Perangkat Daerah

o

. |Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatlhan

- |Seluruh Peramgkat Daerah
Sekretariat DPRD

Moh ”', "'rﬁ.gi}/Emn Ardani

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd
AIRIN RACHMI DIANY




LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

No Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Akhir 2021 Formulasi/ Keterangan Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
1 |Mengembangkan |Terwujudnya a. [Indek Pembangunan 79,51-79,81 3v (i Kesehatan + i Pendidikan + | Digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam
SDM Yang Handal |[Pembangunan Manusia Manusia (IPM) i Pengeluaran) x 100 upaya membangun kualitas hidup manusia dan
dan Berdaya Saing|Seutuhnya dapat menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah.
b. |Rasio Penyerapan Tenaga 65% > Naker siap Kerja / 3 Angkatan| Digunakan untuk mengukur capaian suatu wilayah
Kerja Kerja Produktif x 100% dalam menyediakan lapangan pekerjaan, mencetak
angkatan kerja siap kerja dan kondusifitas iklim
industri (kerja) serta pengurangan pengangguran.
c. |Laju Pertumbuhan 2,87% (> Penduduk Tahun T / Y Pengendalian penduduk menjadi salah satu
Penduduk (LPP) Penduduk Tahun T-1) - 1 pembentuk indikator Laju Pertumbuhan
Pendudukan meskipun Laju Pertumbuhan
Penduduk merupakan Proyeksi BPS.
d. [Indek Pembangunan 93,68 - 94,53 (IPM Perempuan / IPM Laki- IPG merupakan rasio IPM Perempuan terhadap IPM
Gender (IPG) Laki) x 100% Laki-Laki
e. [Indeks Pemberdayaan 64,66 — 65,27 Indek Komposit dari Angka
Gender (IDG) Keterwakilan Perempuan dalam
Parlemen, Prosentase
Sumbangan Pendapatan
(keluarga) dan TPAK
(Perempuan)
2 |Meningkatkan Meningkatnya f. |Indeks Kepuasan Layanan 7 Hasil survey kepuasan layanan | Indek Komposit dari Ketersediaan Fisik, Kualitas
Infrastruktur Kota |Aksesibilitas Infrastruktur (IKLI) infrastruktur Fisik, Kesesuaian, Pemanfaatan, Penyerapan
Yang Fungsional |Transportasi dan Tenaga Kerja dan Kontibusi Terhadap
Infrastruktur Kota Yang Perekonomian Daerah terhadap Jalan dan
Lebih Fungsional Jembatan, Transportasi (Darat), Infrastruktur Air
Bersih, Infrastruktur Irigasi (air baku) dan
Infrastruktur Perumahan.
3 |Mencipakan Kota [Meningkatnya Sarana g. |Indek Kota Layak Huni 64% Pemenuhan 25 (dua puluh lima)

Layak Huni Yang
Berwawasan
Lingkungan

dan Prasarana Kota
Layak Huni Berwawasan
Lingkungan

Kriteria Kota Layak Huni




2

No Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Akhir 2021 Formulasi/ Keterangan Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7%

4 |Mengembangkan [Menumbuhkan h. |Laju Pertumbuhan 6% - 7,5% (PDRB t - PDRB t-1 / PDRB t-1) | Mengukur kekuatan/ kemandirian pertumbuhan
Ekonomi Perekonomian Daerah Ekonomi (LPE) x 100 Ekonomi suatu wilayah yang dipengaruhi oleh
Kerakyatan Yang Berdaya Saing Tingkat Produksi, Tingkat Investasi, Pendapatan
Berbasisi Inovasi |Berbasis Produk per Kapita, Daya Beli Masyarakat, Konsumsi
dan Produk Unggulan Masyarakat, dan Lain-lain
Ungewlas i. |Inflasi Daerah N 3% - 6% (IHK n - THK n-1 /"I-HK n-1) x Inflasi méi‘[lpai(an suatu keadaan di mana harga

100% barang mengalami kenaikan secara terus-menerus
dan berlangsung dalam waktu yang lama.
j. |Angka Kemiskinan . 1,63% - 1,90 Angka Kemiskinan berdasarkan
perhitungan BPS

5 |Meningkatnya Optimalnya k. |Indek Kepuasan A Hasil Survey Kepuasan Survey Kepuasan Masyarakat
Tata Kelola Penyelenggaraan Masyarakat (IKM) Masyarakat
Pemerintahan Pemerintahan dan 1. |Opini BPK WTP Opini BPK
Yang Berbasis Reformasi Birokrasi yang |- . :

Teknologi Lebih Efektif dan m. |Predikat AKIP A Hasil Evaluasi KemenPAN-RB
Informasi Akuntabel
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LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Perangkat Daerah Formula/Keterangan Pengampu
2 3 5 6
Meningkatnya Partisipasi dan 1.1 [Indeks Pendidikan i Pendidikan = (i HLS + i RLS) / 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mutu Pendidikan D isipasi i - —
utu Pendidikan Dasar 1.2 |Angka Partisipasi Murni (SD/MI) APM SD = (3 anak usia 7-12 Tahun yang bersekolah / ) anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
usia 7-12 Tahun di Kota TS) x 100
1.3 |Indeks Kelulusan SD/MI Jumlah siswa tingkat SD yang lulus sekolah ., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah siswa tingkat 5D kelas VI .
1.4 [Angka Partisipasi Murni (SMP
& ipasi Murni (SMP) APM SMP = (3 anak usia 13-15 Tahun yang bersekolah / ¥ Dinas Pendidikan dan Kebudavaan
anak usia 13-15 Tahun di Kota TS) x 100 o4
1.5 [Indeks Kelulusan SMP Jumlah siswa tingkat SMP yang lulus sekolah ) . 1.
urmlah siswa tinghat SHP kelas IX x100% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.6 |Rata-rata Lama Sekolah i RLS = RLS - RLSmin / RLSmaks - RLSmin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.7 |Harapan Lama Sekolah i HLS = HLS - HLSmin / HLSmaks - HLSmin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Prasarana Sekolah| 2.1 |Prasarana Sekolah yang Layak dan Fungsional a. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yang Fungsional b. |Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Meningkatnya Minat Baca 3.1 [Indeks Aktivitas Literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Masyarakat
Meningkatnya Derajat Kesehatan| 4.1 [Indeks Kesehatan i Kesehatan = (AHH - AHHmin / AHHmaks) - AHHmin Dinas Kesehatan
Masyarakat
4.2 |Angka Harapan Hidup Jumlah Tahun Umur Penduduk Dibagi Jumlah Penduduk Dinas Kesehatan
4.3 |Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah kematian Ibu karena kehamilan, Dinas Kesehatan
persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode
tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam
waktu dan periode yang sama
4.4 |Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian bayi dibawah usia 1 (satu) Tahun Dinas Kesehatan
dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan
dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang
sama
Meningkatnya Kinerja Pelayanan | 5.1 |Hasil Penilaian Kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
Rumah Sakit




No Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Perangkat Daerah Formula/Keterangan Pengampu
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6. |[Meningkatnya Budaya Olahraga 6.1 [Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
7. |Meningkatnya Prasarana Ruang 71 Prasarana Ruang Pelayanan Kesehatan Layak Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Pelayanan Kesehatan "~ |dan Fungsional
8. |Meningkatnya Kualitas Angkatan | 8.1 |Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dinas Ketenagakerjaan
Kerja 8.2 |Angka Tenaga Kerja Produktif Dinas Ketenagakerjaan
8.3 |Angka tenaga kerja bekerja pada sektor Formal Dinas Ketenagakerjaan
8.4 |Angka Angkatan Kerja yang melakukan a. Dinas Pemuda dan Olahraga
Wirausaha Mandiri b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.5 |Angka Pengangguran Terbuka Jumlah Penganggur Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Dinas Ketenagakerjaan
9. [Meningkatnya Pengendalian 9.1 [Terkendalinya Angka Kelahiran Kemampuan wanita untuk melahirkan, yang mencerminkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Jumlah Penduduk 95 |Persentase Kesertaan Ber-KB jumlah bayi yang dilahirkan. Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
10. |Meningkatnya Pelayanan 10.1 [Persentase Penduduk yang Tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Catatan Sipil
11.|Meningkatnya Pengarusutamaan | 11.1 |Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Gender Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
11.2 |Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
12. |Meningkatnya Pelayanan 12.1 |Indeks Kinerja Jaringan Jalan Panjang Jalan Mantap/Panjang Total Jaringan Jalan Dinas Pekerjaan Umum
Infrastruktur Wilayah 12.2 Ketersediaan Prasarana Jalan dan Jembatan Panjang total jaringan jalan dan jembatan/luas wilayah Dinas Pekerjaan Umum
12.3 [Ketersediaan Drainase dan Pedestrian (Panjang total jaringan drainase dan pedestrian/Panjang total Dinas Pekerjaan Umum
jaringan jalan) x 100%
12.4 |Persentase Permukiman Kumuh yang Tertata (Luas permukiman kumuh tertata/Luas total permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
kumuh) x 100% Pertanahan
12.5 [Rasio PJU Per Seratus Meter Jalan Kota dan Jumlah total PJU/Panjang total jalan kota dan lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Pertanahan
12.6 [Rasio Luas Areal Pemakaman Per 1000 (Luas total areal pemakaman/Jumlah penduduk) x 1.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
(Seribu) Penduduk Pertanahan
12.7 [Persentase Ketersediaan Lahan Untuk (Luas lahan untuk kepentingan umum dan infrastruktur kota Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Kepentingan Umum dan Infrastruktur Kota tersedia/Kebutuhan lahan total) x 100% Pertanahan
12.8 |Persentase Bangunan Perkantoran dan Non (Jumlah prasarana bangunan perkantoran dan non Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
Perkantoran perkantoran/Jumlah total kebutuhan) x 100%
12.9 |Persentase Ketersediaan Prasarana Air Limbah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
yang memadai
12.10 |Persentase Ketersediaan Air Minum (Jumlah panjang saluran air minum yang tersedia/Jumlah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang

total saluran air minum yang dibutuhkan) x 100%
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13. |Meningkatnya Transportasi 13.1 [Load Factor Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan
Wilayah yang Optimal 13.2 |Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan
13.3 |Rata-rata Waktu Tempuh per KM Dinas Perhubungan
14.|Meningkatnya Sarana dan 14.1 [Persentase Penanganan Sampah (Jumlah sampah terangkut atau tertangani/Jumlah total Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Perkotaan sampah) x 100%
15. |[Meningkatnya Kualitas 15.1 Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) a. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup b. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
15.2 |Rasio Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah Kota Tangsel di | a. |Dinas Lingkungan Hidup
Wilayah Kota kali 20%. b. |Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
16. |Meningkatnya Pelayanan 16.1 [Respon Time Dinas Pemadam Kebakaran
Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan
17.|Meningkatnya Pengendalian 17.1 |Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan a. |Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum Peraturan Walikota b. |[Kecamatan
18. |Meningkatnya Penanganan 18.1 [Cakupan Mitigasi Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Penanggulangan Pasca Bencana
19. |Meningkatnya Kapasitas Politik 19.1 [Prosentase Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dan Wawasan Kebangsaan Kelembagaan (Parpol/ORMAS/LSM /OKP)
Masyarakat
20. [Meningkatnya Investasi 20.1 [Jumlah Investasi PMA Target Nilai Investasi PMDN Tahun Berjalan £ 100% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Target Nilai Investasi PMDN Keseluruhan (5 Tahun) Satu Pintu
20.2. |Jumlah Investasi PMDN Target Nilai Investasi PMDN Tahun Berjalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Target Nilai Investasi PMDN Keseluruhan (5 Tahun) x 100% Satu Pintu
21.|Meningkatnya Perekonomian 21.1 |Kontribusi PDRB masing-masing sektor a. |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perkotaan b. [Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.|Meningkatnya Ketahanan 22.1 |Pola Pangan Harapan Skor PPH = % AKE / AKG A x Bobot A Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan
Pangan Daerah dimana : % AKE / AKG A : % angka kecukupan energi dan
gizi setiap golongan bahan pangan
Bobot A : bobot setiap golongan bahan pangan.
23. |Terkendalinya Indeks Harga 23.1 [Indek Harga Konsumen (IHK) B, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Konsumen (IHK) IHE= g 100
di mana
P, = Harga Sekarang
P, = Harga pada Tahun Dasar
24.|Meningkatnya Kemampuan Daya | 24.1 [Kemampuan Daya Beli I a. |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Beli Masyarakat ‘ b. |Dinas Perindustrian dan Perdagangan
e i c. |Dinas Sosial
25. |Meningkatnya Produk Unggulan | 25.1 [Jumlah Produk Unggulan (Hasil Inovasi) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pariwisata

afoole

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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26. |Meningkatnya Konsistensi 26.1 |Tingkat Konsistensi Antar Dokumen a. |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
o Cesnnn Pengsnafanindan b. |Seluruh Perangkat Daerah =
Pembangunan
27.|Meningkatnya Pelayanan Publik | 27.1. |Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik a. |Sekretariat Daerah B
b. |Kecamatan
S S R . |c |Seluruh Perangkat Daerah (Pelayanan)
27.2. |Pelayanan dan Penerapan KIP a. |Dinas Komunikasi dan Informatika - =
b. |Seluruh Perangkat Daerah ] il
28. |[Meningkatnya Target Penerimaan| 28.1. Komposisi PAD terhadap APBD

Pajak Daerah

Jumlah Nilai PAD di bagi jumlah nilai APBD

Badan Pendapatan Daerah

29.

Meningkatnya Pengelolaan

29.1.

Jumlah APBD

Jumlah APBD

a. |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah B

Keuangan dan Aset Daerah ) i - - ] _ B - | ,5- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
29.2. |Opini BPK Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kata a. |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tangerang Selatan
b. Ii;spektoz'ét o
30. [Meningkatnya Akuntabilitas 30.1 [Predikat AKIP Nilai AKIP a. |Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah b. I_ﬁs_,;iektorat o
c. |Kecamatan
o - ) N - ] S ] d. |Seluruh Perangkat Daerah )
30.2 |e-Government Jumlah antar lembaga pemerintah dan pelayanan a. |Dinas Komunikasi dan Informatika
masyarakat dengan menggunakan digitalisasi b. |Seluruh P_erangkéE Daerah
31. |Meningkatnya Kapasitas dan 31.1 |Rata-rata Capaian SKP Pegawai Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan a. |Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kinerja Sumber Daya Aparatur Baik tiap Perangkat Daerah b. [Seluruh Perangkat Daerah

32.

Terselenggaranya fasilitasi tugas
dan fungsi DPRD

Persentase Fasilitasi Terhadap Tugas dan
Fungsi DPRD

(Jumlah rapat pembahasan Raperda, anggaran dan
pengawasan yang dilaksanakan/Jumlah kebutuhan rapat
pembahasan Raperda, anggaran dan pengawasan) x 100%

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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